
BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 41  TAIRTN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN BANGGAI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA
BUPATI BANGGAI LAUT,

Menimbang : hahwa u n t u k  melaksanakan ketentuan pasal 9  Peraturan
Daerah Nomor 7  Tahun  2 0 1 6  tentang Pembentukan d a n
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Satuan Polls' Pamong praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Banggai Laut;

Mengingat :  L  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Banggai L a u t  d i  Pmvinsi Sulawesi Tengah
( Lc-mbar-an Negara  Republ ik  Indonesia Ta h u n  2 0 1 3
Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5398);

2 Undang-Undang N o m o r  2 3  T a h u n  2 0 1 4  t e n t a n g
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 0 1 4  Nomor 244 ,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9  Tahun 2 0 1 5
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2 0 1 5  tentang Pernerintaha.n Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Ta h u n  2 0 1 5  Nomor  5 8 ,
Tambahan L e m b a r a n  N e g a r a  R e p u b l i k  I n d o n e s i a
Nomor 5679);

3. Peraturan P e  me rin tah Nomor 1 8  Tahun  2 0 1 6  tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 0 1 6  Nomor 11 4 ,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai L a u t  Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Banggai L a u t  (Lembaran Daerah
Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 21);



MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG U R A I A N  TUGAS, FUNOSI
DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAIVIONG PRAJA DAN
PEMADA.M KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Dacrah adalah Daerah Kabupaten Banggai Lam
2. Pemerintah Dacrah adalah Bupat i  s e b a g a i  u n s u r

penyelenggara Pemerintahan D a e r a h  y a n g  memimpin
pclaksanaan u r u s a n  Pemerintahan y a n g  m e n j a d i
kewcnangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4. Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Dacrah Kabupatcn

Banggai Lout.
5. Satuan Polisi Pamong praja dan Pemadam Kebakaran adalah

Satuan Polisi Pamong praja d a n  Pemadam Kebakaran
Kabupaten Banggai Laut.

6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong praja
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai Laut.

7. Sekretaris adalah Sckretaris Satuan Polisi Pamong praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai Laut.

8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Satuan Polisi
Pamong praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai
Laut.

9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai Laut.

10 Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Satuan
Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten

Banggai Laut.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang

menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan  h a k
Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang
dalain pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atnu
kctcrampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2
(1) Satuan Polisi Pamong Praja d a n  Pemadam Kebakaran

merupakan Unsur Pendukung tugas Bupati yang dipimpin
oleh seorang Kepala Satuan.



(2) Satuan Polisi Pamong praja  d a n  Pemadam Kebakaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipirnpin olch scorang
Kepala D i n a s  y a n g  berkedudukan d i  b a w a h  d a n
bcrtanggungjawab Kcpada Bupati mclalui Sekretaris Dacrah.

BAB HI
TUGAS DAN FUNGS1

Pasal 3

(1) Satuan Polisi Pamong praja d a n  Pcmadam Kebakaran
mempunyai tugas mem bantu Bupati mclaksanakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dacrah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

(2) Dalant melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1 ) ,  Satuan Poliai Pamong pra ja  d a n  Pemadam
Kebakaran, mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai denga.n lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi d a n  pelaporan sesuai dengan

lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi divas sesuai dengan lingkup

tugasnya; dan
c. Pelaksanaan fungsi la in  yang diberikan olch Bupati

terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB 11/
SUSUNAN ORGANISASI

Paul  4
Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong praja dan Pemadam
Kebakaran terdiri atas:
a. Kcpala Satuan;
b. Sekretaris, membawahi

1. S u b  Bagian Program;
2. S u b  Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. S u b  Raglan Keuangan dan Met.

c. Bidang TIBUMTRANMAS, membawahi :
1. Seksi Uperasi dan Pengendalian;
2. Seksi Kctcrtiban Umum; dan
3. Seksi kerja Sama dan Kcwaspadaan Dini_

d. Bidang Penegakan Perda, membawahi
I . Scksi Penegakan;
2. Seksi Pembinaan PPNS dan Peningkatan Kapasitas; dart
3. Seksi Hubungan Antar Lembaga.

e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawaht
1. Seksi Data dan Informasi;
2. Scksi Pelatihan dan Mobilisasi; dan
3. Scksi Bina Potensi dan Masyarakar dan P!nyuluhan.



I. B idang P e m a d a m  K c b a k a r a n  d a n  Penyclamatan,
membawahi:
1. Scksi Pencegahan din Pemadam kebakaran;
2. Scksi Qperasional dan Penyclamatan; dan
3. Scksi Data dan Komunikasi Operasi.

g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V
URAIAN TUGAS DAN FUNGS1

Bagian Kesatu
Kepala Satuan

Pausal 5
(1) Kepala S a t u a n  mempunyai t u g a s  membantu B u p a t i

melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban umum,
perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran d a n
tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud
pada ayat. (1), kepala Satuan Pepsi Patnong praja dan
Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan dibidang keamanan dan ketertiban

umum serta perlindungan masyarakat dan pemndam
kebakaran;

h. pelaksanaan keb i jakan  d ib idang kearnanan d a n
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan
pcmadam kebakaran;

c. pclaksanaan evaluast dan pelaporan dibidang keamanan
dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
dan pemadam kebakaran;

d. pelaksanaan administrasi dibidang keamanan d a n
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan
pemadam kcbakaran; dan

C. pelaksanaan fungsi Lain yang diberikan Welt Bupati
terkait dengan tugas dan fungsinyn.

Bagian Kedua
Sekret aria
Paragraf 1

Umum

Pasal 6
( 1) Sekrctaris m e m p u n y a i  t u g a s  m e l a k s a n a k a n

pengkoordinasia.n penvusunan program, pengelolann urusan
keuangan, kepegawaian,  r u m a i t  t a n g g a  S a t u a n ,
perlengkapan, protokol., hubungan masyarakat, kearsipan
dan surat menvurat serta evaluasi dan pelaporan.



(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
avat (1), Sekretaris mempunyai fungsi
a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, program

dan kegiatan Satuan;
b. penye le nggaraan urusan k e t a  tausahaan, kearsipan d a n

tugas;
c. pengkaordirtasian perencanaan, pengelolaan administrasi

keuangan, ke pe gawai an dan u tn urn ;
d. pengelolaan urusan r u m a h  tangga, perlengkapan d a n

inventaris Satuan;
e. pelaksanaan pengadaan pakaian dinas, perlengkapan dan

peralatan operasional personil;
f. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan
g. pengkoordinasian bidang-bidang dilingkup Satuan Polisi

['among Praia dan pemadam kebakaran;
h. pcngkoordinasian d a n  penyusunan  l a  pora n h a s i l

pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong
Praja dan pemadam kebakaran;

1. pelaksanaan pemel iharaan pe ra la tan  d a n  kenda raan
operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan  pemadam
kebakaran serta kendaraan dinas; dan

j. pelaksanaan t u g a s  l a i n n y a  y a n g  d iber ikan  o l e h
atasanipimpinan sesuai  dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.

Pa ragraf 2
Sub Bagian Program

Pasal 7
Sub Bagian Program mempunyai fungsi :
a. melaksanakan penyusunan reneana strategis Satuan Potts'

Pamong Praja dan pemadam kebakaran;
b. melaksanakan penyusunan r e n  cans kegiatan tahunan

Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran;
c. melaksanakan verilikasi internal  usu lan  perencanaan

program dan keziatan;
d. melaksanakan supervis i ,  moni tor ing  d a n  e v a  lu a si

pelakStirlattn kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja clan
pemadant kebakaran;

e. mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan
program dan  kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan
pentadarn kebakaran;

f. melaksanakan pengelolaan d a t a  d a n  dokumentasa
pelaksanaan program dan kegiatan;

g. menyusun lapnran pelaksanaan program d a n  kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran;

h. menyiapkan Mahan t)ettyusunatt doktunen akuntabilitas
kinerja instansi perm:mull Satuan Polisi Pamong Praja dan
pemadam kebakaran; dan



i. melaksanakan t u g a s  l a i n n y a  y a n g  dibcr ikan o l e h
a tasan/ pimpinan scsuai denga.n peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 3
Sub Bagian U m =  dan Kepegawaian

Pausal 8
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. melaksanakan pe layanan  administrasi  u  mum d a n

ketatausahaan;
b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kcarsipan;
c. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
d. melaksanakan urusan rurnah tangga, keamanan kantor dan

mempersiapkan sarana prasarana kantor;
e. menyusun rent:arta kebutuhan alat-alat kantor, barang

inventaris kantor/rumah tangga;
f. melaksanakan pemeliharnan kendaraan operasional Satuan

Polisi Pamong [ ' ra ja  d a n  pemadam kehakaran ser ta
kendaraan dinas;

g. melaksanakan pengadaan, pcmeliharaan s a r a n a  d a n
prasarana kantor serta pengelolaan inventarisasi barang
kantor;

h. melaksanakan pengadaan pakaian divas, perlengkapan dan
peralatan operasional personil;

i. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
j. rnenyelenggarakan administrasi kepegawaian;
k. menyusun bahan pernbinaan kedtsiplman pegawai;
1. menyiapkan d a n  memproses usu lan  pcndidikan d a n

pelatihan pegawai;
m. mempersiapkan penyetenggaraan bimbingan teknis tertentu

dalam rangka peaingkatan kompetensi pegawai; dan
n. melaksanakan t u g a s  l a m n y a  y a n g  d ibcr ikan ° L e h

atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 4
Sub Raglan Keuangan dan Aset

Pasal 9
Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi
a. menyusun reneana usulan kebutuha.n anggaran keuangan;
b. mengkoordinir penvusunan RICA/DPA;
c. meneliti kelengkapan d a n  verilikasi S u r a t  Perminuian

Pem bayaran;
d. melaksanakan sistern akutansi pengelolaan keuangan;
e. menyiapkan Surat Perintah Membayar;
f. melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;
g. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan

cvaluasi kinerja keuangan;



h. menyusun neraca Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam
kebakaran;

1. mengoordinir dan meneliti anggaran perubahan Satuan Polisi
Pamong Praja dan pemadam kebakaran;

j. menyusun laporan keua.ngan Satuan Polisi Pamong Praja
dan pcmadarn kebakaran; dan

k. melaksanakan t u g a s  l a i n n y a  y a n g  d i b c r i k a n
atasanipimpinan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Bagi ELI1 Ketiga
Paragraf 1

Bidang Ketentraman Umum dan
Ketentraman Masyarakat

Pasal 10
(1) Bidang Ketentraman Umtun d a n  Ketentraman Masyarakat

mempunyai tugas merencanakan, mengoordiztasikan, membina,
mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi operational
ketertiban u m u m  d a n  ketenteraman masyarakat s e r t a
pembinaan dan pengembangan.

(2) Da lam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1 ) .  B idang Ketentraman U m u m  d a r t  Ketentraman
Masyarakat melaksanakan ft.ungsi ;
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
b. penyusunan rencana program kerja anggaran d i  Bidang

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas di  Bidang Ketertiban

Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
d. pelaksanaan kegiat.an operasi  pengendalian terhadap

pelanggaran ke te r t iban  u m u m  d a n  k e  ten teram at
masyarakat;

e. pelaksanaan penanganan pengadua.n adanya pelanggaran
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

f. pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau orang penting
dan pcngamanan tempat-tempat penting, rumah dinas
pejabat serta acara-acara resmi;

g. pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian
keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
di seluruh Daerah;

h. pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa
dan kerusuhan masses;

i. pelaksanaan pcnyusun.an identiftka.si dan potensi kerjasama
di Bidang Ketertiban Umum dan ketenteraman Masyarakat;

j. penyusunan laporan kinerja program Bidang Ketertiban
Umum dan Ketenteraman Masyarakat; don

k. pelaksanaan t u g a s  l a i n n y a  y a n g  d iber ikan  o l e h
atasanipimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.



Paragraf 2
Seksi Operaai dan Pengendalian

Pass! 11
Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :
a. penyiapan b a h a n  penimusa_n d a n  penyusunan kcbi jakan

dibidang operasional pengendalian;
b. penyiapan b a h a n  p e t u n j u k  t e k n i s  d ib idang  operasional

pengendalian;
c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi d a n  satkronisasi

penerapan kebtjakan dibidang operasional pe-ngendaliart;
d. penyiapan pelaksanaan kegiatan pengamanan, pengaw•alan,

dan pengendalian massa dakun un juk  rasa dan kerusuban
massa;

e. penyiapan pelaksanaan kegiatan operasi  penert iban d a n
pembongkaran;

f. penyiapan pelaksanaan pengawalan dan pengamanan pejahat;
g. penyiapan pelaksanaan teknis hari ulang ta.hun Satuan Polisi

Pamong Praja;
h. penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan dibidang operasional pengendalian;
i. penyusunan l a p o r a n  pelaksanaaan k c b i j a k a n  d i b i d a n g

operasional pengendalian;
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 3
Seksi Ketertiban Umum

Pasts! 12

Seksi Ketertiban Umum mernpunyai fungsi :
a. penyiapan perumusan dan  penyusunan kebijakan dibidang

ketertiban umum;
b. penyiapan pemberian p e t u n j u k  t e k n i s  b i d i n g  ketert iban

umum;
c. penyiapan pelaks-anaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan

kcbijakan dibidang ketertiban umum;
d. pcmiapan  bahan  pembuatan rencana i n d u k  penanganan

gangguan ketenteraman dart ketertiban umum;
e. penyiapan pelaksanaan pengawasan pengamanan, penertiban

aset dan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat dart
keramaian Daerah dart/a:tau kegiatan yang berskala massal;

f. penyiapan pelaksanaan patrol i  pos  penjagaan aset Daerah,
tempest penting serta rumah dinas pejahat;

g. penyiapan pelaksanaan pa t ro l i  r u t i n  d a n  t e rpadu  s e r t a
pembuatan laporan hasil potensi gangguan ketenteraman dan
ketertiban di seluruh wilayah Daerah;

h. penyiapan pcnanganan pengaduan a d a n y a  pelanggaran
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

i. penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan dibidang ketertiban umum;



j. pcnyusunan l a p o r a n  pclaksanaaan kebi jakan d ih idang
ketertiban umum;

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dcngan togas dan fungsinya.

Paragraf 4
Seksi Kerjaaama dan Kewaspadaan Dini

Pasal 13
Seksi Kerjasama dan Kewaspadaan Dini mernpunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan d a n  penyusunan kebijakan

dibidang kewaspadaan dini;
b. penyiapan b a h a n  pemberian p e t u n j u k  t e k n i s  b i d a n g

kewaspadaan dini;
e. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi

penerapan kebijakan dibidang kewaspadaan dini;
d. penyiapan bahan pelaksanaan kewaspadaan deteksi dini;
e. penyiapan bahan pembinaan, pengarahan d a n  penyiapan

pembekalan kepada masyarakat dibidang kewaspadaan dini;
1. penyiapan bahan  pelaksanaan monitoring d a n  eyaluasi

pelaksanaan kegiatan dibidang kewaspadaan dini ;
g. penyusunan laporan  pelaksanaaan kebi jakan d ib idang

kewaspadaan dini;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dcngan tugas dan fungsinya.

Baginn Keempat
Paragraf 1

Bidang Penegakan Perda

Pasal 14
(1)

(21

Bidang Penegakan Perda mempunyai tugas  mereneanakan,
mengkoordinasikan, membina, mengawa.si dan  mengendalikan,
serta mengevaluasi d i  bidang pembinaan pengawasan d a n
penyuluhan serta penindakan.
Dalam melaksanalcan tugas sebagaimana dimaksud pada a y a t
(1), Bidang Penegakan Perda mempunyai fungal:
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis d i  bidang

pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan;
b. pcnyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di

bidang pembinaan, pengawasan d a n  penyuluhan s e r t a
penindakan;

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas d i  bidang pembinaan,
pengawasan dan penyuluhan sertn penindakan;

cf_ pelaksanaan koordinasi dcngan instansi terkait dan  PPNS
dalam pelanggaran ketertiban u m u m  d a n  ketenteraman
masyarakat serta penegakan Peraturan Dacrah, Peraturan
kepala daerah dan keputusan kepala daerah;



r. pelaksanaan koordinast dengan instansi terkait dan  PPNS
dalam pembinaan, pengawasan dan  penyuluhan terhadap
pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
serta penegakan Pcraturan Dacrah, Peraturan kepala dacrah
dan keputusan kepala daerah;

f. pelaksanaan proses administrasi penegakan Peraturan Daerah,
Peraturan kepala daerah dan keputusan kepala dacrah;

g. pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam
rangka penegakan Pcraturan Daerah, Peraturan kepala daerah
dan kepurusan kepala daerah;

h. pelaksanaan penyajian d a t a  d a n  inforrnasi d i  b idang
pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan d i  bidang
pernbinatin, pengawasan dan penyuluhan serta penindakan;

j. pelaksanaan penyusunnn laporan kinerja program Bidang
Penegakan Peraturan Daerah; dan

k. pelaksanaan t u g a s  l a i n n y a  y a n g  d i b e r i k a n  o l e h
atasan/pimpinan scsuai dengan peraturan yang berlaku.

Paragraf 2
Seksi Pcncgakan

Pasal 15
Seksi Penegakan, mempunyai fungsi
a. penyiapan bahan perumusan d a n  penyusu.nan kebijakan

dibidang penegakan peraturan Daerah;
h. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkmnisasi

penerapan kebijakan dibidang penegakan peraturan Daerah;
c. penyiapan bahan pelaksanaan penegakan peraturanDaerah;
d. penyiapan bahan pelaksanaan rapat bersama pcnyidik pegawai

negeri s ip i l  d a l a m  penyusunan rekomendasi pemberian
sanksi/penindakan hukum terhadap orang atau badan hokum
yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah,

e. penyiapan bahan pelaksanaan d a n  pengawasan kegiatan
penindakan yustisial bekerja sama dengan pcnyidik pegawai
nev,cri sipil;

f. penyiapan bahan tindak lanjut taporan indikasi pelanggaran
peraturan Daerah;

g. penyiapan b a h  all p e l a k s a n a a n  p c n g h e n t i a n
kegiatan/penyegelan dengan menggunakan garis pembatas
Polisi Pamong Praia terhadap pelanggaran peraturan Daerah;

h. penyia.pan bahan pelaksanaan penyimpanan, penghapusan,
pemusttahart barang-barang basil  penertiban pelaksanaan
penegakkan Peraturan Daerah;

I. penyiapan b a h a n  pelaksanaan monitoring d a n  evaluast
pelaksanaan kegiatan dibidang penegakan peraturan Daerah;

i. penyiapan bahan penyusunart laporan pelaksnnaaan kcbijakan
dibidang penega.kan Peraturan Daerah;

k. pelaksanaan fungsi lain yang ciiberikan ()Leh pimpinan sesuai
dengan togas dan fungsinya; dan



pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang
langkah-langkah dan tindakan yang perlu d i  ambit dalam
bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Pembinaan PPNS dan Peningkatan Kapasitas

Pasal 16

Seksi Pembinaan PPNS dan Peningkatan Kapasitas mempunyai
fungsi :
a. penyiapan baltan perumusan d a n  penyusunan kebijakan

dibidang pembinaan PPNS dan peningkatan kapasitas;
b. penyiapan b a h a n  pemberian p e t u n j u k  t e k n i s  b i d a n g

pembinaan PPNS dan peningkatan kapasitas;
c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi

penerapan kebi jakan d ib idang pembinaan P P N S  d a n
peningkatan kapasitas;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pengernbangan sumbcr daya
aparatur melalui pendidikan dan pelatihan dasar dan lanjutan,
pelatihan baris berbaris, pencarian dan pcnyelaniatan, bola
diri, p e n g a w a  Ian, kesamaptaan , p e n g a  ma n a n s e r t a
peningkatan kual i tas  kemampuan d a n  wawasan s e r t a
penyegaran personil lainnya berupa lisik dan non fisik;

e. penyiapan bahan inventarisasi dan  identifikasi kebutuhan
pendidikan dan pelatihan personil;

f. penyiapan Kahan pengturnpunan data kebutuhan personil dan
pendidikan dan pelatihan;

g. penyiapan b a h a n  pelaksanaan monitoring d a n  evaluasi
pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan P P N S  d a n
peningkatan kapasitas;

h. penyusunan laporan  pelaksanaaan kebi jakan d ib idang
pembinaan dan pcngembangan;

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan togas dan fungsinya; dan

j. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang
langkah-langkah d a n  tindakan yang perlu diarnbil dalam
bidang tugasnya.

Paragraf 4
Seksi Hubungan Antar Lembaga

Pasal 17
Seksi Ilubungan Ant.ar Lembaga mempunyai fungsi
a. penyiapan bahan perumusan d a n  penyusunan kebijakan

dibidang hubungan antar lembaga;
b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasikan hubungan antar

lembaga, kerjasama operasional dcngan instansi terkai t
rermasuk aparat keamanan (kepolisian Republik Indonesia dan
Tentara Nasional Indonesia);



penyiapan bahan penvusunan da.n pengumpulan produk
hukum Daerah serta petunjuk teknis lainnya sebagai hahan
kegiatan pembinaan, pengawasan d a n  penyuluhan
peraturan Peraturan

d. penyiapan bahan laporan hasil pengaduan masyarakat
terkait indikasi pclanggaran pera turan Daera h;

e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan cvaluasi
pelaksanwan kegintun dibidang hubungan Lill tar lembaga;

f. peny-usunan laporan pelaksanaaan kebijakan dibidang
hubungan antar lembaga;

g. pelaksanaan fungsi la in yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

h. pembcrian saran d a n  pertimbangan kepada pimpinan
tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu di ambil
dalam bidang tugasnya.

Raglan Kelima
Paragraf 1

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 18

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat  m e m p u n y i i i  t u g a s
merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan
mengendatikan ver tu  mengevaluasi satuan perlindungan
masyarakat dan bina potensi masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1). Bidang Perlindungan Masyarakat, mempunyai fungsi
a. perumusan dan penvusunan kerja dan anggaran serta

program teknis dan jadwal kegiatan dibidang pembinaan
satuan perlindungan masyarakat;

b. pembenan petunjuk teknis di bidang pembinaan satuan
perlindungan masyarakat;

c. pelaksanaan koordinasi d a n  sinkronisasi penerapan
kebijakan dibidang pembinaan sa tuan  perlindungan
masyarakat;

d. pelaksanaan, pengawasan d a n  p e m b i n a a n  s e r t a
pe-ngembangan dibidang pcmbinaan satuan perlindungan
ma svaraknt;

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
dibidang pembinaan satuan perlindungan masyarakat;

f. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang
pembinaan satuan perlindungan masyarakat;

g. Pemberian saran d a n  pertimbangan kepada pimpinan
tentang lang,kah-langkah dan tindakan yang perlu diarnbil
&darn bidang tugasnya; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Paragraf 2
Seksi Data dan Informasi

Pasal 19
Seksi Data dan informasi mempunyai fungsi
a. penyiapan bahan perumusan d a n  penyusunan kebijakan

dibidang data dan informasi;
b. penyiapan bahan pemberian perunjuk teknis dibidang data dan

informasi dan kearnanan masyarakat;
c. penyiapan bahan pengolahan dan penyajian data dan informasi

satuan perlindungan masyarakat, d a t a  keamanan d a n
ketertiban masyarakat;

d. penyiapan b a h a n  p e n y u s u n a n  d u n  p e l a k s a n a a n
pemetaan/mapping/ kunsep pcta potensi kerawanan tcrhadap
objek atau lokasi sasaran rawan konflik dan bencana;

e. penyiapan bahan penyusunan d a n  analysis d a t a  bahan
mediasi, komunikasi d a n  fasilitasi kebijakan pengerahan
sumber daya,  peningka tan somber d a y a  manusin d a n
kesiapsiagaan s a t u a n  perlindutigan masyarakat d a l a m
penanggulangan bencana serta ketenterarnan dan ketcrtiban
masyku-akat;

1. penyiapan bahan pelaksanaan pcmetaan kelompok swadaya
masyarakat y a n g  potens ia l  u n t u k  penyelenggaraan
perlindungan masyarakat;

g. penyiapan bahan pelaksanaan d a n  pemberdayaan satuan
perlindungan masyarakat dalam membantu upaya pencegahan
dan penanggulangan akibat bencana (upaya cvakuasi);

h. penyiapan bahan penyusunan kebijakan operasinal sister dan
implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat d a l a m
penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan presiden, dan
pemilihan kepala desa;

i. pcnyiapan b a h a n  penyusunan standarisasi kelengkapan
sarana d a n  prasarana p o s  keamanan lingkungan d a n
pelaksanaan pembangunan f i s i k  d a n  perlengkapan p u s
kamhng pada setiap wilayah rukun tetangga;

j. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi rutin
pada pos-pos keamanan lingkungan dan penyusunan laporan
gangguan ketenterarnan d a n  ketertiban masyarakat serta
pelaksanaan kegiatan lain dibidang data dan informasi;

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya; dan

I. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang
langkah-langkah dan tindakan yang perlu d i  ambil dalam
bidang tugasnya.



Paragraf 3
Seksi Pelatihan dan Mobilisasi

Pasal 20
Seksi Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan clan penyusunan kebijakan

dibidang pelatihan dan mobilisasi;
b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi

penerapan kebijakan dibidang pelatihan dan mobilisasi;
c. penyiapan bahan peningkatan kualitas sumber daya manusia

perlindungan masyarakat melalui pendidikan beta negara;
d. penyiapan bahan pelaksanaan simulasi potensi masyarakat

dan pengamanan swakarsa;
e. penyiapan bahan pelaksanaan penyiapan bantuan pengerahan

sumber days satuan perlindungan masyarakat dalam h a l
penanggulangan, pemantauan dan mitigasi, rehabilitasi dan
rekonstruksi korban serta  relokasi akibat  bencana d a n
kegiatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

1. penyiapan b a h a n  pelaksanaan monitoring d a n  evaluasi
pelaksanaan kcgiatan dibidang pelatihan dan mobilisasi;

g. penyiapan bahan penyusunan laporan pdaksanaaan kebijakan
dibidang pelatihan dan mobilisasi;

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Seksi Bina Potensi Masyarakat dan Penyuluhan

Pasal 21
Seksi Bina Potensi Masyarakat dan  Penyuluhan, mempunyai
fungsi :
a. merencanakan dan menyusun program teknis kcgiatan bidang

potensi masyarakat dalam meny-elenggarakan perlindungan
masyarakat scsuai tugas pokok dan fungsinya;

b. menyiapkan bahan kajian dan rumusan kebijakan, fasilitasi,
mediasi, dan komunikasi serta menghimpun dan mengolah
data dan informasi yang berhubungan dengan bina potensi
masyarakat dalam upaya perlindungan masyarakat;

c. melaksanakan kerjasarna clan koordinasi dalam mcmberi.kan
penyuluhan t e n t a n g  p o t e n s i  m a s y a r a k a t  d a l a m
penyclenggaraan perlindungan masyarakat;

d. meningkatka.n kapasitas aparatur kesiap siagaan anggota
satuan perlindungan masyarakat

k i  melaksanakan pcngawasan dan evaluasi terhadap anggota
masyarakat yang mempunyai potensi dalam perlindungan
masyarakat.

cf.' melaporkan hasil kerja kegiatan sesuai dengan lingkup tugas
dan fungsinya kepada kepada bidang perlindungan masyarakat;
dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Bagian Keenam
Paragraf 1

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelsuxuitan

Pasal 22
(1) Bidang Pemadam Kebakaran clan Pcnyclamatan mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemadam
kebakaran dan pcnyelarnaran.

(2) Dalam melaksanakan t ugas  sebagaimana d imaksud p a d a
ayat (1 ) ,  B idang  Pemadam Kebakaran d a n  Penyelamatan
mempunyai fungsi :
a. penyiapan rencana, program, dan kegiatan dalam bidang

pernadam kebakaran dan pemielamatan;
b. penyusunan b a h a n  p e t u n j u k  t e k n i s  l i n g k u p  b i n a

keselamatan clan kebakaran;
c. penyusunan b a h a n  p c m b i n a a n  k c s e l a m a t a n  d a n

kebakaran;
d. penyusunan bahan koorciinasi pembinaan kesclarnatan dan

keba karan;
e. membantu  pelaksanaan tugas pcncarinn dan penyelamatan

korban j i w a  d a n  Mar ta  b e n d s  dikarenakan bencana
kebakaran dan bencana lainnya;

f. penv iapan b a h a n  monitor ing, evaluasi, d a n  pelaporan
pelaksanaan tugas;

Paragraf 2
Seksi Pencegahan dan Pemadam Kebakaran

Pasal 23

Seksi Pencegahan c l an  pcmadam Kebakaran mempunyai
fungsi:
a. melakukan pendataan d a n  pernantnuan meliputi ruang

daerah r a t a n  kebakaran hutan, gedung perkantoran dan
rumah masyarakat;

b. melaksanakan kcsiagaan penmgahan pernadam kebakaran
sebelum dan sesudah terjadi;

c. mengkoordinasikan pengerahan sumber  daya pada sca t
terjadi beneana kebakaran;

d. melaksanakan bimbingan dan penvuluhan penguatan peran
masyarakat dalam penanganan kebakaran;

e. melaporkan d a n  mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas pimpinan; dan

f. melaksanakan tugas-tugas l a i n  y a n g  diberikan o l e h
pimpinan.

Paragraf 3
Seksi Operasional dan Penyelamatan

Pasal 24
Seksi Operasional dan Penyelarnatan mempunyai fungsi
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Operasional;



b. menyusun kehijakan teknis di bidang operasional penecgahan,
pengendalian, dan penanggulangan bahaya kebakaran;

c. Illenyiapkaltl bahan pelaksanaan kegiatan di bidang operasional
pencegahan, pengendalian, d a n  penanggulangan bahaya
kebakaran;

d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja operasional
pencega ha.n , pengendalian, d a n  penanggulangan bahaya
kebakaran;

e. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya
penanggulangan bidang pemadam kebakaran

f. melaksanakan k e g i a t a n  p e m a d a i n  k e b a k a r a n  d a n
penyclamatan

g. melaksanakan pengawasan dan monitoring pencegahan dan
penatiggulangan bahaya kebakaran;

h. menyiapkan bahan pengendalian dan  pelaksanaan norma,
standar, pedoman,  d a n  p e t u n j u k  opera.sional s i s t e m
operasional pencegahan, pengendalian dan penanggulangan
bahaya kebakarart;

i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
Seksi Operasional; dan

.1- melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 4
Seksi Data dan Komunikasi Operasi

Pasal 25
Srksi Data dan Komunikasi Operasi memptinyai fungsi •
a. melaksanakan penviapan rencana, program, dan  kegiatan

seksi data dam Komunikasi operasi;
b. melaksanakan pcnyusunan bahan petunjuk teknis lingkup

data dan komunikasi operasi;
c. rnclaksanakan pcnyusunan dan pengaturan poly kcsiagaan

dalam pencegahan pemadarnan dalam upaya pertolongan dan
penyelamatan jiwa dan harta benda;

d. melaksanakan p e n g a t u r a n  pe laksanaan  t u g a s - l u g a s
kcsiagaan d i  pos maupun di  tempat tugas yang berkaitan
dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

e. pengendalian kesiagaan dalam ha l  kualitas dan kuantitas
personil, a l a t  -  a l a t  komunikasi se r ta  peralatan d a n
perlengkapan pemadam;

f. melaksanaan koordinasi kegiatan yang berkaitan dengan
pengelnlaan informasi kebakaran dan potensi kebakaran dan
kesiagaan alat -  a l a t  komunikasi serta penyediaan data
kebakaran;

g. melaksanakan pcnyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan
pclaporan pclaksannan tugas;

h. melaksanaan tugas lain yang dibcnkan oleh pimpinan.



Bagian Ketujuli
Unit Pelaksana. Teknis Dinas

Pasal 26
Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPI' Dinas
adaiah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan teknis
uperasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27
Kelompok J a b a t a n  Fungsional a d a l a h  kedudukan y a n g
menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak pegawai
negeri sipil dalam suatu satuan organisasi dalam pelaksanaan
tugasnya d idasarkan  pada keahlian dun [lulu ketrasnpilan
tertentu yang bersifat mandiri.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 28
(II Dalam melaksanakan t u g a s  se t i ap  Pimpinan s a t u a n

organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi
di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di
luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap Pimpinan s a t u a n  organisasi w a j i b  mengawasi
bawahannya masing-masing dan bile terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-ltmgkah yang diperlukan sesuai
denga.n peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing
dan rnemberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.

(4) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti d a n
memaruhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan
masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada
waktunva.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi
dari bawahannya wajib diolah dan  dipergunakan sebagai
bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahan.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Banggai Laut  Nomor 08  Tahun 2014 tentang Uraian Tugas,
Fungsi d a n  Ta t a  Kerja Kantor  Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banggai Laut  (Berita Daerah  (kabupaten Banggai
Laut Tabun  2014 Nomor  08) dicabut dart dinyatakan t i dak
berla.ku.

Pasal 30

Peraturan Bupati in i  mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar s e t i a p  o r a n g  m e n g e t a h u i n y a ,  m e m e r i n t a l i k a n
Pengundangan Peraturan 13upati i n i  dengan penempatannya
dalam Berita Daerah kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 13  1,Arni 2 o ( '

BUPATI BANGGAI LAUT,

WENNY:BUICAMO

Diundangkan di Bauggai
pada tanggal t 3  -34.0e4 2411

SEKRETARIS DAERAH
KABUPAT • N BANGGAI LAUT,

QANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2017 NOMOR Z11


